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PENJABARAN TUGAB POKOK DAN FUNGS] DINAS PERKEBUNAN

DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan  telah  ditetapkannya Peraturan Dacmah
Kabupalen Muara Enmn Nomor 19 Tahun 2000 lenfang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Daerah
Kabupaten Muara Enim, maka dalan rangka kelancaran
pelaksanaan migas [Nnas Perkebunan dan Kehutanan perlu
dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungs: Dinas
Perkebunan dan Kebutanan Kabupaten Muara Enam |

bahwa berdasarkan perdmbangan schapgaimana di maksad
bBuraf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim
tentang  Penjaharan Tugas Pokok dan  Fungst Dinas
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim,

Undang-undang Repablk [ndonesia Nomor 28 Tahun 1950
tentang Pembentulan Daeral Tingkat 1l dan Kotapraja di
Sumalera Selatan (| Lembaran Megara Republk [ndonesia
Tahun 1959 Nomor V3, Tambahan Lembaran WNepara
Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;

Undung-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerntaban Daecrab | Lembaran Nepara Republik
[ndomesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 28309 )

Undang-undang Republik Tndopesia Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerab | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambaban Lembaran Negama Hepubhk Indonesia
Nomor 3848 } ;

Indang-undang Republik Indeonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang  Pokok-pokok  Kepegawadan | Lembarman Negama
Fepublk I[ndonesia Tahun (974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indopesia Nomor 3041 )
sehagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 [ Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daecrah Otonom  Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran
Megara Nomor 3952 ) |

n

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 84 Tabun
2000 tentang  Pedoman  Organisasi  Peranglkat  Daerah
[ Lembaran Negara Republik [ndonpesia Tabun 2000 Nomor
163)

7. Keputusan Presiden Republik lndomesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Tckmik penvusunan Peraturan Perundang-
undangan  dan  Bentuk  Rancangan  Undang-undang,
Rancangan  Peraturan  Pemerintah, dan  Rancangan
Keputusan Presiden |

8, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tabun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara
Enim |

@, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Orpganisasi dan Tata Kerja Dinas
Dacrah Kabupalen Muara Enim,

MEMUTUSEAN :
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGS! DINAS PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN MUARA ENIM.
BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yvang di maksud dengan

Pl

J1

Dasrah adalah Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Emm.
Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Wakil Bupati adalah Waldl Bupati Kabupaten Muara Enim,
Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan
Eehutanan Kabunpaten Muara Enim.

Kepala Dinas adalah Kepalas Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupalen Muara Enim.

. Cabang Dinas adalah cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan

[{abulmmn Muara Enim,

. Unit Pelak=ana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri

S
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Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh olch
pejabat vang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuat
dengan profesi keahlisnnya dalam mnpks mendukung kelancaran

tugas pemerintabian
BAB 1l

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGEI
Pasal 2

{1} Dinas Perkehunan dan Kehutanan merpakan unsur pelaksana
Pemerintah Dacrah di bidang Perkebunan dan Kehutanan.

(2] Dinas Perkebunan dan Kehutanan di pinpin oleh seorang Kepala
Dinas vang berada di bawah dan berltanggung jawab kepada
Bupat melalui Sckretans Daciah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan
wrusan  rumah  tangpga dacrah dalam bidang Perkebunaan dan
Kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Diversilikasi
tanaman Perkebunan, perlindungan hutan dan tanaman perkebunan,
penghijauan dan konservasi tanah dan air,

Pasal 4

Untuk menvelengparakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas
Perkebunan dan Hehuianan  mempuanyai fungsi

a, Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan;

b, Pembinaan Teknis dan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah
tlan air serta diversifikasi tanaman perkebunan |

¢. Pelaksanaan  perlindungan hutan dan  tanaman  perkebunan,
pengawasan dan pengendalian terhadap peredamn dan penjualan
hasil hutan dan hasil perkebunan serta pelaksaaan pemberian izin
dan pembinaan usaha perkebunan dan kehutanan

d. Pelaksanzsan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan Hutan
Fakyat dan Hutan Milik ;

¢, Pelaksansan Bimbingan Teknis di bidang Perkebunan dan
Kehutanan  sesual  dengan  kebijakan  vang  ditetapkan  oleh
Pemenntah dan Pemerindah Daerah

f. Pelaksanaan penpgkajinn dan pencrapan teknologi anjuran di tngkat
usaha tand |

¢. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terbadap unit-uni
dilingkungan Dinas Perkebunan dan Kehulanan

h. Pelaksanaon penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta
nrusan ketetausahaan dan perlengkapan,
T By T s
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BAB Il
ORGANISAS]
Hagian Periama
BUSUNAN ORGANISBASBI
Pasal 5
Ninas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dar -
4. Hepala Dinas |
b. Bapian Tata Usaha |
. Sub Dinas Perkebunan |
d. Sub [lnas Kehitanan
e. Cabang Dinas ;
f Unit Pelaksana Teknis Dinas |
g. Kelompok Jabatan Fungsional,
Bagian Kedua
BAGIAN TATA UBAHA
Pasal &
Bagian Tata Usaba mempunyail tugas melaksanakan  penyusunan
program  dan  perencanaan, Hukum  dan Perundang-undangan,
[Letatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rimah
tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

mal 7

Untuk menyelenggarakan tugas lersebut pada pasal G, Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi

a. Penviapan bahan dan koondinasi pelaksansan penyusunan Tenicana,
program kerja dan pelaporan |

b. Pelaksanaan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan,
pengkajian dan penclaaban hukum ;

¢, Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian |
. Pelaksanaan pengelolaan admimistrzs: Keuangai |

e. Pelaksanaan urusan umum, rumah tanggs, perlengkapan naskah
dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas |

f, Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan,
Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdirt dari
a, Sub Bagian .



. Bub Bagian Perencanaan ;

.Bub Bagian Hulkum dan Perundang-undangan ;
¢. Sub Baglan Umum;

d. =sub Bagian Keuangan.

o m

Pasal 2

(1) Sub Bagian Perencanasn mempunyai fugas melalkukan penyiapan
bahan penvusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan
analisa data, penyajian data statistile serta penyiapan laporan.

(] Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan  penyiapan bahan dan  koomlmasi perumusan
rancangan  peraturan  perundang-undsngan,  menelahaan  dan
mengevaluasi pelaksanasanuya, dokumentasi dan publikasi produk-
produk hukam.

(3] Bub Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan  urisan
adminisirasi  kepegawsian, roumah langea, perlengkapan, surat
menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan  dinas  dan
pemeliharaan barang inventaris,

(4] Sub DBagian Keuangan mempunyai mgas melakukan penviapan
bahan penvusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan,
pembukuan, melakulkan perhitungan dan verifikas: serta mengurus
perbendabaran.

Bapian Ketiga
SUB DINAS PERKEBUNAN
Pasal 10

Sub Dinas Perkebunan mempunyai fugas melaksanakan penyiaparn
hahan dan perumusan kebijakan feknis pengembangan perkebunau,
perlindungan  tanaman, produksi usaha tanl dan penyuluhan
perkebunan,

Pasal 11

Untuk menyelengparakan tugas terscbut pada pasal 10, Sub Dinas
Perkebunan mempunval fungs::

a. Pelaksanaan pembinaan dan  Bimbingan Teknis pengembangan
tanaman perkebunan ;

b, Pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Tekmis produksi tanaman
perkebunan

¢. Pelaksanaan pengawasan dan  pembinaan perizinan serts
pembinaan usaha tam tanaman perkebunan ;

d: Penyelenggaraan kegiatan penvuluhan perkebunan, pengkapan
dan  penerapan leknologn anjuran serta pembinaan dan

pengembangan kelembagaan petans ;

e, Pelaksanaan ... ...
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e, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan |
Pasal 12

Sub Dinas Perkebunan terdin dari

4. Seksi Pengembangan Perkebunan |
1. Scksi Perlindungan Tanaman

c. Seksi Produalksi

d. Scksi Usaha Tani ;

¢, Selsi Penvuluhan Perkebumnan.

Pasal 13

(1) Seksi Pengembangan Perkebunan mempunysi tugas melakukan
penyiapan dan pemantapan laban, pembinasn dan bhimbingan
telonis kegiatan diversifikasi tanaman, perluasan dan percmsjasn
tanaman serta intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan ;

(2) Seksi Perlindungan Tapaman mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan penggunaan hahan
dan kegiatan perlindungan tansaman, pengamatan dan peramalan
OIEANISME pPEngEAngEl  lanaman  scria memberikan  bimbingan
perlindungan tanaman yaug dikaitkan dengan pelestarian tanah
dan air ;

(3} Seksi Produksi mempunyai ingas melaksanakan penyiapan rahan
pembinaan  dan  bimbingan pengadasn benihfbahan  lanaman,
pengawssan  mutu  dan  sertifikasi  benih  bahan  tanaman,
penangkaran benib, budi daya, penggunaan  Sarans produksi,
penclitian dan pengawasan kesuburan dan produkiilitas tanaman
tahunan dan semusim, penyebaran prototife alat dan mesin yang
direkomendasikan ;

(4) Scksi Usaha Tani mempunyal tugas melaksanakan penyiapain
hahan pembinaan dan pemanfastan snmber daya, perizinan usaha
perkebunan, pengembangan usaha dan kelembagaan, penycbaran
informasi manajemen usaha, pengawasan pengolahan hasil, pasca
panen, pengumpulan dan penyajian standarisas: mulu hasil
perkebunan serta pembinasn dan pengawasarn ketenagakerjaan |

(5} Seksi Penyuluhan Perkebunan mempunyal tugas melaksanakan
penyiapan program, meiode dan  sistem  kerja penyuluhan,
perencanasn  pendayagunaan  tenaga  penyuluhan, bimbingan
kelembagaan  tani, pengadaan, pengelahan dan  penyebaran
pendayagunasn sarana  peoyuluban dan pengembangan  matert
penyuluhan serta pelaksanan kaji terap teknologi anjuran.

Bagian Keempaal

8UB DINAB KEHUTANAN

Pasgl T8 o
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Pasal 14

Sub Dinas Kehutapan mempunyel tugas melaksanakan penyiapan
bahan dan perumusan kebijakan teknis reboisasi dan rehabilitasi
lahan, perindungan hutan, tertib usaha kehutanan, konservasi surmber
daya hutan dan penyuluhan Kehatanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 14, Sub Dinas
Kehutanan mempunyal fungs: ¢

a.

11,

Melakukan inventarisasi, pengawasan dan pencegahan kersakan
hutz ;

2

Membanin masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam
penanaman, pemeliharaan dan pengembangan butan rakyat dan
atan hutan milik serta pemelibaraan fungsi butan, tanab dan air |

Melakukan penvusunan rencana makro kehuvtanan, rehabilitasi
lahian dan konservasi tanah scrta penghijauan dan reboisasi,

Melakukan  identifikasi  lokasi  dan  populasi, pembinaan,
pengendalian peredammn dan gangguan satwa liar

Melalkukan penyuluhan di bidang kehutanan
Melakukan pembinaan generasi muda pelestanan alam |
Pelaksanaan tugas lain yvang diberikan olch atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Kehutanan terdiri dari ¢

= -

(2}

Seksi Beboisasi dan Rehabilitasi Laban
Scksi Perlindungan Hutan ;

Seksi Tertib Usaha Kehutlanan

Sekst Konservasi Sumber Daya Hutan ;
Seksi Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 17

Seksi  Reboisasi dan  Rehabilitasi  Lahan mempunyal lugas
melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dan  konservasi tanah,
penghijauan dan  reboeisasi, pembimaan hutan kemasyarakatan,
pembinaan dan penvelenggaraan usaha budidaya lebah dan sutera
alam, penghrusan erosi, sedimentasi, produkitililas lahan peacta
Daerah Aliran Sungai (DAS), pembinaan dan pengawasan reklamasi
dan sistem sylvikaltur ,

Scksi  Perlindungan  Hutan  mempunyai  tugas  pelaksanaan
identifikasi enclave, penataan batas hutan, rekonstruksi balas

kawasan hutan produksi dan kawasan butan lindung, peogatusan

dan o
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dan pemberan izin pemanfaatan kawasan hutan produksi dan
kawasan huian lindung, pemanfaatan jasa  lingkungan dan
pengelolaan  pariwisata alam, pengelolaan hutan  lindung tlan
produlksi dan pengelolaan data perselisiban batas kawasan hutan |

(3) Seksi Seksi Tertib Usaha Kehutanan mempunyal tugas pengatiran
pengelolaan pemanfaaian hutan rakyat, hutan milik, penggunaan
dokumen kehutanan, pemberian izin pewanfantan dan pemungutan
hasil hutan kavu dan bukan kavu, usaha pemanfaatan kawasan
hutan, pemanfaatan dan pengaturan hasil hutan, penggunasn aiat
dan mesin di bidang kehutanan serta pengelolaan pungutan uan
izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana
reboisasi dan dana investasi untuk pelestarian Hutan

[4) Scksi Konservasi Sumber Daya Hutan  mempunyar  tugas
penpaturan dan pemberian perizinan pemanfaatan flors dan fauna
yang tidak di lndungi, usaha perburan, penangkaran fora dan
fauna serta lembaga konservasi, mengidentifikasi lokasi dan
populasi  satwa  buru, pengawasan peredaran hasil  hutan,
perlindungan dan pengamanan hutan, lahan dan hasil hutan,
pembinaan dan pengendalian peredaran dan gangguan satwa liar
dari habitatnya, pencegahan dan penamggulangan kebakaran hutan
dan lahan ;

(5) Seksi Penyuluban  Kehutanan mempunyai  tupss  penelitian,
pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya MATI IS 1A
penviluh dan masyarmakat, melaksanakan penyuluhan kehutanan,
pembuatan program dan metode penyuluhan, pengadasn sarana
alat penyuluh, pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani,
penghijauan dan konservasi tanah dan pembinaan generasi muda
pelestart alam,

Bagian Kelima
CABANG DINAS
Pagsal 18
Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perkebunan dan Kehutanan vang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa Kecamatan,

Pasal 19

Untuk menvelenggarakan tugas terscbut pada pasal 18, Cabang Dinas
Perkebunan dan Kehutanan mempunyal fungsi

a. Pelaksanaan pembinaan  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
diletapkan di bidang Perkebunan dan Kehutanan

b. Pelaksanaan bimbingan di bidang Perkebunan dan Kehutanan dalam
wilayah kenjanya

o Pelaksanaan penvuluhan Perkebunan dan Kehutanan di wilayah
kernjanya ;

it. Pelaksanaan ...



1]

1]

- -
. Pelaksanaan perlindungan hutan dan tanaman perkebunan,
pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan

hasil hutan dan hasil perkebunan:

e. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tinglkat
usaha tant ;

. Pelaksanaan wimsan adminisirasi, keuangan dan numah tangga,
Bagian Keenam
UNIT PELAHBANA TEKNIS DINAS
Pasal 20
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkebunan dan Kehutanan
mempunyal lupas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas
Perkebunan dan Hehutanan di bidang tertentu.

Pasal 21

Untuk menyelengpamkan tugas tersebut pada pasal 20, Unit Pelaksana

Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungs: ;

a. pelaksanaan scbagian tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan
sesuai dengan bidanpnva |

b. pelaksanaan nmisan admimistrasy, keuangan dan rumah tangga.
Bagian Ketujuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Eelompok Jabatan  Fungsional mempunyai  tugas melaksanakarn
sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenapa fungsional
masing-masing  berdasarkan  peratiran penindang-undangan yang
berlakoa.

Pasal 23

{1} Kelompok Jabatan Fungsional terdini dard sejumlah  tenaga
fungsional vang terbagi dalam berbagai tenaga (ungsional sesuail
dengan bidang keahliannva ;

(? Masing-masing kelompok iensga fungsional di pimpin olch
seorang lenaga fungsional senior vang tunjuk oleh Kepala Dinas |

{3) Jumlah tepaga fungsional terscbut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan heban kerja

(41 Jenis dan jenjang jabatan fungsional schagaimana di maksod ayvat
{1} di atar berdasarkan peraturan perundang-undasngan yang

Treerialin,
EAER IV ..o
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BAB IV
PENUTUP
Pasal 24

Hal - hal vang belum di atar dalam Keputusan  ind sepanjang mengenal
pelaksanaannys akan ditetapkan ersendin oleh Bupati.

Pasal 25
Hoputusan un mula berlako pada tanggal diandangkan,
Apar supaya sehap omang  dapal mengetabuinya, memennitabhban
Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Dacrah Kabupaten Muara Enim.

Ditetaplan di Muara Enim
pada tanggal A Met 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SBOFJAN EFFENDIE
Diundangkan di Muara Enim

pata langgal £ Mel 2001

BEKRETARIE DQ,E‘RAH KABUPATEN

MUWHIM

ERMAN ROBAIN S8IROD

LEMBARAN DAERAI KARUPATEN MUARA ENIM TAHLIN 2001 NOMOR 22



